p—

.Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 4% TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, baik dan bertanggung jawab diperlukan
adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
berkualitas;

bahwa pengawasan dimaksud pada huruf a tercantum
dalam  Peraturan Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor PED-09/D3/04 /2020 yang perlu
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang
Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah
Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan
Nomor PED-09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum
Audit Kinerja Berbasis Risiko;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 14);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN AUDIT
KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH PROVINSI

LAMPUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2

10.
11.

12,

13.

Daerah adalah Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi
Lampung.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau
kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu
entitas sebagai obyek pelaksanaan Pengawasan
Kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya
disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.

Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat
APH adalah lembaga atau badan yang mendapat
wewenang untuk melakukan fungsi penegakan
hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-
undangan.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjut
disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Inspektorat Provinsi Lampung.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung.
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24.

25.

26.
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Audit Kinerja berbasis risiko adalah audit yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas
program strategis/prioritas pimpinan daerah.

Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
informasi dengan kriteria yang berlaku.

Reviu adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan,
manajemen pemeriksaan dam pedoman pemeriksaan lain.

Advisory adalah pemberian bantuan kepada perangkat daerah berupa
kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan
mitra kerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan
perbaikan terhadap proses tata kelola manajemen risiko dan
pengendalian intern pemerintah.

Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu Perangkat
Daerah dalam melakukan bisnisnya

Audit Universe adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat
dilakukan atas entitas-entitas audit.

Pedoman Tata Kelola adalah Pedoman dan kombinasi proses dan
struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan,
mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi menuju
pencapaian tujuannya.

Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi,
menilai, mengelola, dari mengendalikan peristiwa atau situasi potensial
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan
organisasi.

Risiko utama adalah risiko strategis yang mengganggu pencapaian
tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko
tinggi atau risiko sangat tinggi.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
Pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung.

Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk
pada Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan/ atau masing-masing
Perangkat Daerah untuk membantu Pimpinan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.

Pejabat Fungsional Pengawasan adalah Auditor, Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.
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Pendekatan Integrated Performance Management System (IPMS) yaitu
sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan
tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat
mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti
infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu
tahunan maupun lima tahunan.

Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kinerja
dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, stakeholders,
bisnis proses, dan learning process and growt. Pendekatan ini dapat
digunakan untuk program rutin/berkelanjutan terus menerus yang
berorientasi pada keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning
process and growth seperti pada proses bisnis pada unit pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus sama
dan berulang serta berhubungan langsung dengan stakeholder

Pendekatan Logic yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan
hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan
dengan komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome
Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian
suatu program/kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai Pedoman teknis bagi APIP
agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai
standar audit dalam rangka pelaksanaan audit yang efisien, efektif dan
dengan cara yang sistematik dalam melakukan audit kinerja pada
Pemerintah Provinsi Lampung.

Tujuan audit kinerja di Pemerintah Provinsi Lampung memberikan nilai
tambah, masukan dan saran serta perbaikan kepada manajemen
terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan,
memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam
rangka perbaikan dan tata kelola organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA

Bagian Kesatu
Pasal 3

Ruang lingkup audit kinerja berbasis Risiko mencakup area
pengawasan berupa program strategis atau program prioritas yang
paling berkontribusi dalam menentukan sasaran strategis RPJMD dan
memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang
disusun berdasarkan PPBR.

Gambaran ruang lingkup audit kinerja berbasis risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Guberbur ini:
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Bagian Kedua
Tahapan Proses Audit Kinerja
Pasal 4

Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari:

a. persiapan penugasan;

b. penetapan tujuan dan ruang lingkup;

c. pemahaman proses bisnis auditi; dan

d. identifikasi dan penilaian risiko utama serta pengendalian utama.
Tahapan pelaksanaan audit Kinerja Berbasis Kinerja Risiko
dilaksanakan melalui pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-
bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E,
serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang
telah disepakati pada tahap perencanaan.

Dalam hal tahapan Komunikasi Hasil Audit, APIP melakukan
pembahasan intern.

Pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dihadiri
seluruh tim audit untuk memastikan kembali isi dari notisi hasil audit
telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.
Bagian Keempat
Kompetensi Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

APIP dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko wajib mengikuti

standar audit yang telah ditetapkan.
Dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimak

profesional.

Kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam

melakukan audit kinerja (Knowledge, Skill and Attitude).

/

sud
pada ayat (1), APIP wajib mempunyai kompetensi dan kecermatan
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Dalam hal tidak terdapat APIP yang mempunyai kompetensi dan
kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat
menggunakan tenaga ahli internal dan/atau tenaga ahli eksternal.

Bagian Kelima
Pemilihan Dan Penetapan Indikator Kinerja
Pasal 6

APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja audit dengan
memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis, organisasi,
best practice serta pertimbangan profesional APIP.

No Indikator | Spesifk [Dapat diukur| Relevan Saran
tegis Kinerja Indikator
Pengganti
1. Meningkatnya % Ya Ya Ya -
ketepatan waktu penerbitan
penerbitan IMB IMB yang
sesuai
dengan
standar
waktu
layanan
2. Meningkatnya Jumlah Ya Ya Ya -
kepastian hukum perubahan/
atas tata ruang dan | revisi  atas
wilayah rencana tata
ruang/
wilayah
3. Meningkatnya % retribusi Ya Ya Ya
pajak/retribusi IMB  yang
aerah atas akurat
ayanan IMB

Indikator kinerja terdiri atas input, output, outcome, manfaat dan dampak.
Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan
auditi, skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:

a. Dinilai berhasil apabila skornya 85 < skor < 100;

b. Dinilai cukup berhasil apabila skornya 70 < skor < 85;

c. Dinilai kurang berhasil apabila skornya 50 < skor < 70; dan
d. Dinilai tidak berhasil apabila skornya 0 < skor < 50.

Bagian Keenam
Konsep Ekonomis, Efisien, Dan Efektif
Pasal 7

Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input (biaya, waktu,
tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat), yang akan digunakan dalam
proses dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

Audit atas aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

apakah:

a. barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan
kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan
dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar
harga/e-catalog dan harga asosiasi; dan
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b. barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama
yang terdapat dalam standar harga/e-catalog dan harga asosiasi.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output dimana
output dapat mencapai maksimal walaupun dengan jumlah input tertentu
atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input
minimal.

Audit atas aspek efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi,

apakah

a. input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai
secara optimal;

b. output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input; dan

output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat
diperoleh dari input yang digunakan.

Gambaran konsep aspek ekonomis, efisien dan efektif tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Outcomes
Impacts

Needs Exogenous Facior
Results

Objectives - Input . Process > Output
Ekonomi s
N Efisien
Efekif
BAB III

PERENCANAAN AUDIT KINERJA
Bagian Kesatu
Tahapan Perencanaan Audit Kinerja
Pasal 8
Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan penugasan,
penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi

dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan
indikator kinerja, bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian.
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Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja sebagai berikut:

> =
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o -> o
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Bagian Kedua

Tahapan Persiapan Penugasan Audit Kinerja
Pasal 9

Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit
kinerja dapat dilaksanakan dengan baik.

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas
pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko.

Persiapan penugasan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. mengidentifikasi mandate /kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan
umum terkait program dan informasi yang relevan atas program prioritas
yang terpilih;

b. mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan

kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang
akan dilakukan; dan

c. mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk
mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja
Audit (PKA) Perencanaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup Audit
Pasal 10

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada
awal penugasan.

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit oleh APIP sebagaimana diatur

dalam ayat (1), meliputi:

a. menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang
lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak
tercakup di dalam penugasan,

b. melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek
ketaatan serta aspek ekonomis, efisien, dan efektif atas capaian kinerja
program prioritas; dan
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c. memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko
dan pengendalian pada auditi sehingga outcome audit kinerja dapat
tercapai.

Bagian Keempat
Pemahaman Proses Bisnis Auditi
Pasal 11

Pemahaman Proses Bisnis auditi dilakukan agar APIP memahami kegiatan
pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan
yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi
mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung
keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan.

Pemahaman Proses Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Identifikasi keselarasan antara program prioritas di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dengan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang
terkait dengan program prioritas untuk mengantisipasi kemungkinan
adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari
Kepala Daerah;

b. Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, apakah indikator
kinerja utama atas program prioritas yang ada di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah cukup/layak untuk
digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas
sehingga diharapkan Indikator Kerja Utama yang ada dapat
menggambarkan pencapaian program prioritas;

c. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait
dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis
dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan
pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung capaian program
prioritas;

d. Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
juklak/juknis, kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur yang
ada dari Kementerian atau Lembaga serta Perangkat Daerah yang terkait
dengan program prioritas;

e. Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari
aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit
sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian area Kkritis
tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Critical Success Factor
(CSF); dan

f. Identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama
dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk register dan profil risiko
auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya.

Bagian Kelima
Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian
Utama
Pasal 12

Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk
register dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya,
apakah divalidasi Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang
disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan
kegiatan.
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Risk register auditi yang telah tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipastikan melalui penilaian register risiko (evaluasi register risiko) yang
dilakukan oleh APIP.

Evaluasi risk register auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui brainstorming dengan pimpinan OPD yang terkait
program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan atau mengetahui
program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking,
hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebb, dampak, kemungkinan
terjadinya).

Dari hasil evaluasi register risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP
dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda,
risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi
menghambat pencapaian program prioritas.

Selanjutnya APIP mengidentifikasi, menilai dan menetapkan risiko-risiko
yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko
inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian
tujuan organisasi.

APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas dasar risiko-risiko
utama yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk
diidentifikasi dan ditetapkan pengendalian utamanya.

Pengendalian utama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian
utama terhadap risiko utama.

Identifikasi dan penilian kecukupan desain pengendalian utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diharapkan dapat menentukan bahwa
proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi
secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada
untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat
pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.

Setelah dilakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas daftar resiko utama, APIP
berdiskusi dengan auditi/manajemen untuk menyepakati indikator kinerja,
bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan
dalam pelaksanaan audit kenerja.

Bagian Keenam

Penetapan Indikator Kinerja, bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana

Pengujian
Pasal 13

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengujian untuk
mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi
program prioritas.

Dalam pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
APIP dapat melakukan:

a. menetapkan/memilih audit kinerja atas program prioritas yang telah
memiliki indikator kinerja;

b. melakukan reviu kelayakan indikator kinerja;
melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak
auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan
skala/gradasi pengukuran kinerja yang dituangkan dengan Berita Acara
Kesepkatan APIP dengan Auditi; dan
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d. melakukan penyusunan perencanaan audit kinerja termasuk rencana
pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan sumber daya yang diperlukan
untuk melaksanakan penugasan.

BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
Pasal 14

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk
mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program
prioritas, sehingga APIP dapat:

a.

b.

(1)

Menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut dari
aspek ketaatan dan aspek 3E;

Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya
kinerja atas program prioritas;

Menyusun simpulan serta temuan audit; dan

Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan
kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan Governance Risk
Control.

Pasal 15

APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten
dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel untuk
memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang
representative.

APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu
memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan melalui
teknik pemilihan sampel menggunakan beberapa contoh rumus/tabel
statistik, yaitu:

a. Rumus Slovin

N/N(d)2 + 1

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,0S5.
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam
layanan administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal
tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan melainkan
menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnya dengan
menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki
adalah 5%, maka jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh
APIP adalah : N = 125 / 125 (0,05)2 + 1= 95,23, dibulatkan 95.

b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael
Digunakan menentukan sampel yang representatif melalui penentuan
besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan
yang dikehendaki.

c. Jumlah Sampling Minimal
Yaitu penggunaan jumlah sampling minimal dimana ukuran sampel

yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 dan
apabila populasi kurang dari 30, maka sampel diambil keseluruhan.

(3) APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel

yang terpilih atas aspek ketaatan, dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.

(4) APIP melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan

indikator kinerja dan model atau metodologi yang telah disepakati pada
tahap perencanaan.
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Penilaian dan penyimpulan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga
didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/Perangkat Daerah
pelaksana program priortas.

Dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) APIP dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area,
proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan
peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.

Pengujian terkait aspek ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh APIP, antara lain:

a. aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan
input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang
mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input
tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah auditi
telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya
secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya
ketidakhematan dan ketidakefisienan; dan

b. Aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau
menfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai
sejauh mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang
bersangkutan mencapai tujuan.

APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator
kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil
pengujian atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan
dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator capaian
kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah
ditetapkan.

Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan
diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan resiko dan pengendalian,
terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada
auditi.

Apabila saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program masih berjalan
dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian ekonomis, efisien, dan
efektif dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan
efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektifitas dari program tersebut,
terkecuali jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat
efektifitasnya.

Pasal 16

Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area Indikator Kinerja
Kegiatan yang tidak optimal capaian kinerjanya dengan melihat ketepatan
desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.

APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya
capaian kinerja dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan resiko utama
serta efektifitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.

Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianalisis risiko utama/risiko strategis (tinggi dan
sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh auditi/manajemen.
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APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan
penetapan risiko yang dilakukan oleh auditi/manajemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah memadai.

APIP perlu memastikan risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan
dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

Pasal 17

Pengujian efektifitas pengendalian utama atas area Indikator Kinerja
Kegiatan yang tidak optimal capaian kinerjanya dengan indikator ketepatan
desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.

APIP dalam pengujian efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menghadapi 3 (tiga) kondisi, yakni:

a. APIP menemui kondisi rancangan pengendalian yang berlebihan, artinya
pengendalian yang dirancang auditi terlalu ketat sehingga terdapat
pengendalian yang sebenarnya tidak perlu;

b. terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang kurang, artinya
pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level
yang dapat diterima; dan

c. APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah memadai, sehingga
rekomendasi yang diberikan adalah untuk memantau risiko secara
periodik.

Proses pengujian efektifitas pengendalian utama didokumentasikan dalam
kertas kerja.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan proses audit kerja berbasis risiko apabila ditemukan
adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka
APIP dapat menyusun dam mengembangkan temuan serta menyimpulkan
hasil audit disertai dengan rekomendasi.

Pengumpulan
Kelemahan o

- Kriteria dan Pengujian
Pengendalian / Bukti (Rekocu)

sebab === Kondisi EEER Akibat —1
t I Target Kinerja

Rekomendasi tidak tercapai

4

Perbaikan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko

Hasil pengujian bukti-bukti yang ada digunakan APIP dalam membuat
kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator
kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek
ketaatan dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.

Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat
menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor
penyebab yang memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai
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seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh manajemen,
ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi
pengendalian.

(4) Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang
disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi
kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk
melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan
dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa
mendatang.

(5) Gambar hubungan unsur penyusunan temuan yang harus dipahami oleh
APIP terlampir dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk
kertas kerja audit.

(2) Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung
simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

(3) Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direviu secara berjenjang guna
memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil
pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa
pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

BAB V
PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT
Pasal 20

(1) Dalam hal penyusunan simpul, temuan dan usulan serta rekomendasi APIP
melakukan komunikasi terhadap hasil audit kinerja kepada pipinan atau
manajemen Auditi.

(2) Sebelum melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP
terlebih dahulu melakukan pembahasan intern.

(3) Dalam hal untuk mendapatkan tanggapan atas simpul dari hasil
komunikasi atas hasil audit perlu dilakukan pembahasan akhir secara
formal dengan Auditi.

(4) Kesepakatan hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dokumentasi dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil
Audit.

(5) Berita Acara Pembahasan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memuat:
a. informasi hasil kesimpulan audit;
b. tanggapan audit;
c. rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati; dan
d. hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Pasal 21

(1) Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan auditi,
tim audit segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), konsep laporan direviu
secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.



«16=

(2) Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan
didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta,
dan rekomendasi audit.

(2) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran
yang telah diberikan APIP.

(3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa
semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai outcome dari audit
kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam
rencana strategis maupun tahunan.

(4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam
jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi tidak
menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai
sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan
pertama.

(5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dan jika
tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada
pemimpin organisasi auditi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

sha oetskum Sekretariat Daerah

Diundangkan di Telukbetun Srala B

pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd

FAHRIZAL DARMINTO
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 46
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(2) Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan
didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22
(1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta,
dan rekomendasi audit.

(2) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran
yang telah diberikan APIP.

(3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa
semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai outcome dari audit
kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam
rencana strategis maupun tahunan.

(4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam
jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi tidak
menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai
sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan
pertama.

(5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dan jika
tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada
pemimpin organisasi auditi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

T R —

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARI PROVINSI LAMPUNG,

22 <
RIZAL DARMINTO
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR...40.......
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 - 12 -2022

A. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Indonesia Sehat
(JKN- KIS)

Program

Program Indonesia Sehat penguatan pelayanan kesehatan|
peningkatan mutu, peningkatan akses dan regionalisasi rujukan

Tujuan Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi PBI dil
t?silitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan

ingkat lanjut
Sasaran Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

telah lebih berkembang dan meningkat

B. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS JKN-KIS

1
| Sirategic Intent |

[

Processes |

.|
boichad } [ OBjectives I [ Critical Success Factors (CSFa) J| 1 ! Formula far KR

; ’Moningkat
f'/ nya kualitas

layanan e A

\ kesehatan
“._Mmasyarakat

Capaian
bobot
Ekonomis=15
Efesien=10
Efektif=75

Efesien: Tepat Waktu

Efektif: Tepat

Sasaran/tepat jumlah
Ekonomis: Tepat Jumlah




C. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Pengembangan

UMKM

Program

:|Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang berorientasi

ilmu pengentahuan dan teknologi, ekonomi dan berkelanjutan.

Tujuan

:|1. Meningkatkan kemampuan UMKM yang ada melalui pemanfaa

iptek.
2. Mendekatkan lembaga penelitian dengan UMKM.
3. Menciptakan Lapangan Kerja Daerah.
4. Menumbuhkan embrio lembaga pemberdayaan UMKM di Daerah.
5. Mendayagunakan hasil-hasil penelitian di daerah.

Sasaran

:|[UMKM yang berpotensi berkembang




D. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program Pengembangan

UMKM
Program || Strategic Intent Aktivitas Program Critical Success Factor (CSF) Key Performance Indicator (KPI) Formula KPI
(=1 2 | M. —bl _________
2 | Teknologi tidak menggangn |
_‘ l lingiungan 5 T
Teknologi
beroperasi _{ 3 Inalnn buku tersedia dilokasi l__.
sebagaimana |__| —
mestinya
4 |Tenaga kerja tersedia dilokasi
| Beroperasidengan | | 5 | Teknologiyang digunakan
baik == terwji | |
4 6 Penjuslan/omzet memenuhi
[ [ kriteria UMKM SV
= f 7 Modal memenuhi kriteria
| | [ |
\i F’ UMKM =1 8 UMKM sebelumnya telah
f secara tepat || beroperasi dengan kegiatan »
/ yang sama e
f 9 Produk UMKM disukai s
‘/ ] mnylrnht - o
)
JJI
; 10 | Memiliki HPS/referensi pasar )
Memberdayakan Harga barang =1 11 Pengadaan barang dan Jasa
UMKM melalui dan jasa sesuai kebutuhan S
Program peningkatan [ wajar
Pemberdayaan dan kemampuan SDM, i:
Pengebangan permodalan, /
UMKM yang teknologi, dan | Penerimaar 12 | Pengeluaran dana mentaati > S
berorientasi Imu pemasaran sehingga Negara ketentuan pajak
Pengetahuan dan ‘ padagliannya |+ hi |
teknolog, mompu menumbubkan | 13 | jumiah dana yang dipeloreh
ekonomi, dan ustha usaha produktif | Pemikikan sesual propesal » I
berkelanjutan berkelanjutan yang
ot | Ketaatan dengan |
pengetahuan dan Peraturan
14 Kegiatan sesuai proposal
teknologi Penggunaan — -
dana sesuai ——
15 Korwil melakukan
. peruntukan || dengan
N’
16 OPD menyelenggarakan )
Pe:::"q 1 administrasi penerimaan dan
i pengeluarandana |
ek 17 |OPD menyusun dan
=5i |menyampaikan laporan &
|kepada penyandang dana
Ahli
a| 18 Lembaga pelaksana
| Berkelanjutan UMKM akan| > sk hiabligass ——
L Ppasca
10 Produk 19 Kualitas produk UMKM
PELAKSANAAN ——ilti |—> — —>
Hasil
penjualan 20 Penjualan produk UMKM 5
dapat [ | meningkat |
Perlunasan lancar i
h Teknolog 21 | Hak dan kewajiban OPD dan
produkti > UMKM diatur dengan wajar ] —>
telah berhasil
memberdaya 2 OPD berperan aktif
kan UMKM > melakukan monitoring dan | —#
kewajiban UMKM




E. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program PISEW

Program |: |Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW)
Menyediakan dan  meningkatkan  infrastruktur dengan|
Tujuan | |pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk

meningkatkan sosial ekonomi wilayah

Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna
Sasaran [ |mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan
potensi atau komoditas unggulan

Meningkatnya kapasitas dan partisijasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembabgunan

Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam
pembangunan.

Rekapitulasi Kinerja Kompilasi Program per Aktivitas Utama

Aktivitas
NO |Pelaksana Bobot Utama Total
Kegiatan Lokasi| perenca Pelaksa | Pelapo Kinerja
naan naan ran
Skor Skor Skor
(0) (1) (2 (3) (4) (S (6)
) )
1 Provinsi 4 14 22 4 40
0
2 Kecamat 6 30 25 5 60
an 0
Total Skor 10 44 47 9 100
0
Capaian 100 100
Kinerja % % 100%




F. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW (Tingkat
Provinsi)

Aktifitas Critical Succes Kegiatan Performance Skor Parameter
factor (CSF)

stnya bultas
Teast Sasatan | pelsksanazn Pogram
rfastrucus

Sapst Koordinasitngka: picuwinsi
selanbzatnyz Mei X5

L TraelenggwanLapangua.ar
‘ I Teoat Sasatan ]Fhmh-;—;nsm | |‘.I==8_IGSFMHP€“ I

| Froses perencanasn dan
i Proses Pere s anaan dan
| it Teosst Sacaran | PFMbaIgEnan IvsastruciLr . ;‘PBrTﬁbm:Ml?a: dan
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E. ontoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW (Tingkat

Kecamatan)
I Aktifitas Program | Critical Succes Factor  )(CSF) | Key Perfomance Indicator | Skor Parameter
Tepat Kualitas kelembagaan Adanya musyawarah atas desa dalam
% | Sasaran program tingkat pembentukan BRAD
kecamatan :
Unsur anggota BKAD sesuai dengasn
ketentuan ttg badan kerjasama antar desa
Tepat BKAD mampu
—#| sasaran melakukan perencanaan
pembangunan Kelembagaan BKAD dicatatkan pada notaris
atau nama lain di kabupaten
Peningkatan : pat BK';:?‘ n;‘ampu Tersusunnya profil kawasan termasuk
kapasitas dan > — me ARAn Saaaran didalamnya penentuan prioritas lokasi sesuai
Persiapan dan ——pp| Ppartisipasi — perencanaan denean ketentuan pedoman
perencanaan masyarakat pembangunan
dalam proses Lokasi pelaksanaan pembangunan
perencanaan infrastuktur yg dibangun sesuai dengan
program Tepat Penyusunan dokumen keputusan yg berlaku ttg penetapan lokasi
p| Sasaran perencanaan program
infrastuktur yg disusun Melakukan survey lapangan untuk lebih
memahami kegiatan dan permasalahan
kendala
_| Tepat Menyusun DED dan RAB
¥l Sasaran infrastruktur Melakukan analisis dan perencanaan
terhadap dan kendala agar permasalahan
infractniletur
Tepat Terintegrasi rencana Menyusun spesifikasi teknis bahan bangunan
el Sasaran pernbangu nan dan syarat ketentuan pelaksanaan
infrastuktur perdesaan
Terbangunnya Menyusun DED dan RAB sesuai dengan
> infrastuktur —_— > Tepat Terbangunnya kontruksi program
dasar skala Basaran | infragruktur dasar skala
wilayah w;layah kecamatan Pelaksanaan pertemuan dikecamatan sesuai
disusun bersama kriteria pedoman
BKAD mengadakan perjanjian kerjasama
(PKS) dengan PPK Provinsi
Tepat Pendayagunaan sumber
L—» Sasaran z
da-v adan tenaga ker]a Kriteria kegiatan pembangunan kawasan
sesuai dengan pedoman
Infrastruktur terbangun melayani lebih dari
satu desa
Pendayagunaan tenaga lokal dim membangun
infractribktur
Pendayagunaan sumber daya lokal dalam
pembanegunan infrastrulctur
Polalkianaan ::fmbx:l:nran - T'p-t Penyeleaa.ia.n Infrasruktur nyg dibangun harus memenuhi
g e 2 " = waktu b standar kualitas yg ditetapkan dengan PKS
diselesaikan pembangunan
Pertemuan dikecamatan memberikan
informasi hasil pelaksana kegiatan
Pembangunan infrastuktur diselesaikan tepat
waktu
Pertemuan dikecamatan dihadiri tim provinsi,
tim pelaksana kabupaten kepala desa, tokoh
Tepat Penggunaan Penerimaan masyarakat dan fasilitator
L_—p{ Danaprogram | Jumlah |Bantuan
infrastuktur Penggunaan dana program didukung dgn
bukti
Membuat laporan kemajuan kegiatan
Pelaporan Tepat terlaksananya perencanaan
Pelaporan dan monitoring dan Pelaporan
dokumentasi evaluasi sesuai BKAD melalukan serah terima pekerjaan
dengan pedoman

kepada satker PPK Provinsi yang dituangkan
dalam berita acara

BKAD melalukan serah terima pekerjaan
kepada satker PPK Provinsi yang dituangkan
dalam berita acara




F. Contoh Metodologi Balance Scorecard

[lustrasi
Tugas dan Fungsi

Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan
pemungutan bea masuk serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan
yang berlaku

Fungsi instansi tersebut
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan

2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pengamanan
teknis operasional yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk
atau keluar daerah pabean termasuk juga pungutan bea masuk

3) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan,
perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang pabean

4) Pencegahan pelanggaran peraturan kepabeanan dan penindakan serta
penyidikan di bidang kepabeanan

Perumusan pengukuran kinerja
1) Menetapkan tujuan organisasi

Mengamankan dan memberikan pelayanan lalu lintas barang masuk dan
keluar daerah pabean dan memungut bea masuk serta pungutan lainnya

2) Menetapkan 4 perspektif

a. Perspektif kepada pelanggan

Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
tersebut dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas barang
masuk dan keluar, adapun capaian kinerja yang digunakan untuk
mengukur dan menilai menggunakan teknik kuesioner yang diberikan
kepada pengguna layanan instansi tersebut. Kuesioner tersebut
kemudian diolah untuk mendapatkan penilaian mengenai pelayanan yang
diberikan (kepuasan pelanggan)

b. Perspektif Keuangan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai target
penerimaan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya dalam mencapai
target tersebut. Capaian kinerjanya adalah rasio realisasi penerimaan
masuk dibandingkan dengan target serta potensi

c. Perspektif pengembangan proses internal

Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakuka instansi
dalam mengembangkan proses internal organisasi sehingga
pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Capaian kinerja yang
diukur dalam perspektif ini adalah rata- rata waktu penyelesaian ijin
dibandingkan dengan target serta ketentuan yang berlaku



d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupaya
mengembangkan SDM yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas
dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Adapun capaian kinerja yang
diukur berdasarkan rasio realisasi jumlah staf yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

Penetapan CSF, KPI dan Penilaian
1. Pelanggan 25%

Kepuasan pelanggan (CSF)

KPI

Jumlah keluhan pelanggan 60% - 60

Survei pelanggan 40%* 20

(60+20) x 25 = 20%

Keuangan 25%

Penerimaan dengan target yang telah ditetapkan
KPI

Jumlah penerimaan dalam satu periode 100%

. Proses internal organisasi 25% Penyelesaian pelayanan perijinan

KPI

Jumlah waktu pemberian ijin 100%

Pembelajaran dan pertumbuhan 25%

Pegawai yang mempunyai kompetensi/pengetahuan denga pekerjaanya
KPI

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 100%

G. Contoh Metode Logic

Untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran instansi/organisasi terdapat
beberapa program dan beberapa program tersebut terdiri dari berbagai
kegiatan seperti contoh di bawah ini:

No | Tujuan Program Kegiatan
1 | Peningkatan 1. Diklat dan Penyuluhan | -Diklat untuk penyuluh
kualitas kesehatan masyarakat di | kesehatan masyarakat
pelayanan lingkungan -Penyuluhan kesehatan
kesehatan masyarakat
masyarakat 2. Pengadaaan sarana/ -Rehabilitasi ruang
prasarana kesehatan bedah
-Pengadaan peralatan
medis
3. Pelayanan kesehatan gizi | -Perbaikan gizi
dan pengadaan masyarakat
obat-obatan -Pengadaan obat

generik
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Yang pertama adalah mengukur Kkegiatan yang ada akan mendukung
keberhasilan program dan tujuan, dengan demikian apabila program tersebut
tercapai kinerjanya maka tujuan dapat dikatakan berhasil atau tercapai.
Seperti contoh:

Program Kegiatan

Uraian Indikator Satuan | Target Realisasi |Capaian

Kinerja
Diklat dan | Diklat Input: Dana | Rp dan| 1000 | 1000 100%
Penyuluhan| untuk dan SDM Orang | 20 20 100%

Kesehatan | penyuluh
Masyarakat | kesehatan | Output:
dan
Lingkungan penyuluh Orang | 30 30 100%
kesehatan

Qutcome:
Penyuluh
memahami Orang | 30 30 100%
kesehatan

masyarakat
Penyuluh |Input: Dana | Rp dan| 1000 | 1000 100%
Kesehatan | dan SDM Orang | 10 20 100%

Lingkunga | Output:
n jumlah

kecamatan/ |Kec/ |20/10 |20/10 | 100%
orang Orang

Qutcome:

Masyarakat [Kec/ 20/10 | 20/10 | 100%
Orang

memahami

Kesehatan
lingkungan
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Pengadaan
Sarana/Pra
sara na
Kesehatan

Rehabilita
si Ruang
Bedah

Input:
Dana dan
SDM

OQutput:

Rp

Orang

1000

1000

100%
100%

Ruang Bedah
selesai
direhab

Outcome:
Bertambahny
a kapasitas
ruangan

Unit

bnit

100%

100%

Pengadaan

Input: Dana

Rp dan

1000

1000

100%

dan SDM

Orang

4

100%

Peralatan

Medis

Output:

Terlaksanany
a

Unit

100%

Pengadaan

Outcome:

Perlatan
medis

Unit

100%

tersedia, siap

digunakan

Pelayanan

Perbaikan

Input: Dana

Rp dan

1000

1000

100%

Kesehatan
Gizi

Gizi

dan SDM

Orang

10

10

100%

dan
Penyediaan

Masyarakat

Obat-obatan

Output:Jumla
h

masy. Ikut

Orang

30

30

100%

program

Kesehatan gizi

Outcome:

100%

Masyarakat

orang

30

30

yang terlayani

engadaan

Input: Dana

Rp dan

1000

1000

100%

Obat

dan SDM

Orang

10

10

100%

enerik

Output:

terlaksananya,

otol

100%

pengadaan

obat

QOutcome:

Botol

100%

Obat generic

tersedia
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Contoh 1 Kerangka Logis

« Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh kesehatan yang lulus
diklat

¢ Jika Penyuluh kesehatan lulus diklat maka penyuluh memahami kesehatan
lingkungan

e Jika Penyuluh memahami kesehatan lingkungan maka penyuluh dapat
melayani masyarakat dengan baik

Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah
pahamnya penyuluh kesehatan akan kesehatan lingkungan.

Contoh 2 Kerangka Logis

« Ruang bedah direhabilitasi maka tersedia ruang bedah yang siap digunakan
Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat

Kesimpulannya : keberhasilan rehabilitasi ruang bedah diukur dengan telah
siapnya ruang bedah sebagai sarana untuk menambah kapasitas pasien

Dengan teknik yang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya sehingga
diperoleh persentase capaian kinerja untuk masing-masing Kkegiatan.
Selanjutnya dilakukan proses kristalisasi dengan cara menyatukan ketiga
program untuk mendukung tujuan, jika semua program terlaksana dengan baik
maka tujuan instansi dinilai berhasil begitupun sebaliknya
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I. CONTOH ILUSTRASI ASPEK EKONOMIS, EFESIEN DAN EFEKTIF (3E)

ILUSTRASI ASPEK 3E

Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayanan bus yang
bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi di
dalam kota sesuai dengan Pergub No.100/Gub/1/2016. Outputnya berupa
pelayanan bus yang diukur dengan jumlah kilometer yang ditempuh.
Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah ABC
melakukan pengadaan pembelian bus baru. Berdasarkan Standar Satuan
Harga/ E-Catalog/HPS /Standar Harga yang ditetapkan asosiasi diketahui
bahwa harga standar bus dengan merk A sebesar Rp1.025.000.000 dan
merk B sebesar Rp1.050.000.000.

Setelah dilakukan tender, pemerintah daerah ABC menjatuhkan
pilihannya pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan
bus merk A seharga Rp1.000.000.000 per unit dibanding dealer Y yang
menawarkan bus merk A seharga Rp1.100.000.000. Dapat disimpulkan
pemerintah daerah ABC telah melakukan penghematan atau bertindak
ekonomis (hubungan antara biaya input dengan standar satuan harga)
sebesar Rp25.000.000,00.

Pemda ABC juga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B dari
pemerintah pusat.

Dalam operasional setahun diketahui biaya pengoperasian setahun
bus merk A Rp500.000.000,00 sedangkan biaya pengoperasian bus merk
B juga Rp500.000.000,00. Kilometer yang dilayani bus A sebanyak
250.000 km setahun, sedangkan bus B sebanyak 275.000 km setahun.
Akan tetapi, dengan bus A penggunaan kendaraan pribadi turun 20%,
sedangkan dengan bus B, penggunaan kendaraan pribadi turun 10%.

Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara oufput dan
outcome) penggunaan bus A lebih efektif, sedangkan dari sisi efisiensi
(hubungan antara input dan output) penggunaan bus B lebih efisien
daripada bus A. Perbedaan ini disebabkan bus B memang mempunyai
jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi tingkat kenyamanan yang kurang
memadai, sehingga masyarakat tidak serta-merta menggunakan bus B
sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi.
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J. Contoh Efisiensi:

Berikut kriteria kinerja (efisiensi) yang dibangun dari tujuan Pemda
ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai
berikut:

Merk | Jumlah Tempuh Bus (km) Kriteria Nilai

Bus A| 0 s.d 150.000 km Kurang 0-25,0
150.001 s.d 250.000 km Cukup 25,1-50,0
250.001 s.d 300.000 km Baik 50,1-75,0
300.001 s.d 350.000 km Sangat baik | 75,1-100

Bus B | 0 s.d 150.000 km Kurang 0-25,0
150.001 s.d 250.000 km Cukup 25,1-50,0
250.001 s.d 300.000 km Baik 50,1-75,0
300.001 s.d 350.000 km Sangat Baik| 75,1-100

Contoh Efektivitas:

Kriteria kinerja (efektivitas) yang dibangun dari tujuan Pemda ABC dalam
mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut:

Merk Tingkat Penggunaan Kendaraan Kriteria Nilai
Pribadi
kendaraan pribadi berkurang 0%-5% | Kurang 0-25,0
Bus A | kendaraan pribadi berkurang 5,1%- | Cukup 25,1-50,0
15%
kendaraan pribadi berkurang 15,1- Baik 50,1-75,0
30%
kendaraan pribadi berkurang >30% | Sangat baik | 75,1-100
Bus B | kendaraan pribadi berkurang 0%-5% | Kurang 0-25,0
kendaraan pribadi berkurang 5,1%- | Cukup 25,1-50,0
15%
kendaraan pribadi berkurang 15,1- Baik 50,1-75,0
30%
kendaraan pribadi berkurang >30% | Sangat Baik | 75,1-100

Kriteria Nilai Kinerja yang menjadi acuan APIP sebagai berikut:

Skor Kategori
85 < skor < 100 Berhasil
70 < skor < 85 Cukup Berhasil
50 < skor < 70 Kurang Berhasil
0 < skor < 50 Tidak Berhasil
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Hasil Kinerja setelah dilakukan Audit Kinerja oleh APIP

Pelaksanaan

No | Aspek Bobo Parameter Jenis Nilai Skor
t
A. | Aspek Kebijakan | 40
1 | Komitmen 50% | Terdapat peraturan | Y/T 100 20
Pemda daerah terkait
program pelayanan
bus
2 | Anggaran 50% | Terdapat anggaran| Y/T 100 20
operasional
transportasi
Nilai Kinerja Aspek Kebijakan 40
B. | Aspek 60
Pelaksanaan
1 | Ekonomis 15% | pemilihan dealer 100 9
15% | bantuan hibah 100 9
2 | Efisiensi 30% | jarak tempuh tabulasi| 56,25 10,125
3 | Efektivitas 40% | berkurangnya tabulasi| 50 12
tingka
t penggunaan
kendaraan pribadi
Nilai Kinerja Aspek Pelaksanaan 40,125
Total Kinerja Aspek Kebijakan + Aspek 80,125

Kesimpulan dari skor keseluruhan aspek kinerja adalah 80,125 atau dalam
kriteria “Cukup Berhasil”
Ekonomis

Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya
(input). Dikatakan ekonomis jika pengadaan sumber daya dalam jumlah
dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat dan biaya yang lebih rendah
dari Standar Satuan Harga (SSH) atau standar lain yang berlaku.

No | Nama Kegiatan dan Realisasi Standar Satuan Harga
Belanja Belanja

1 Total Belanja xx 100 150

2 Belanja yang sesuai 50%
Standar

3 Belanja yang tidak 50%
melebihi Standar




Efisiensi
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Aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output),

dikatakan efisien apabila:

a. Menghasilkan output yang lebih besar dari yang direncanakan (melebihi
target) dengan menggunakan input tertentu (sesuai rencana)

b. Menghasilkan output yang tetap (sesuai target) tetapi input yang digunakan
lebih rendah dari yang direncanakan

No | Rincian Kegiatan/ Belanja

Kriteria

Pelaksanaan

i Kegiatan sesuai jadwal

30 Februari 2020

Telah sesuai

sesuai
dengan jadwal

2 Jumlah hari pelaksanaan

60 hari

30 Kegiatan dalam

Telah sesuai

3 Ukuran Proses/Kualitas
(dengan rincian tertentu)

Sesuai dengan
RAB/Rencana
Awal/usulan

sesuai

Efektivitas

Aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam
mencapai tujuan/sasaran/outcome yang ditetapkan. Dikatakan efektif
apabila output yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran/

outcome yang ditetapkan

i (100%)

No | Kegiatan/Program Capaian Pemanfaatan Capaian
Output Output Outcome
1 Kegiatan A Target=realisas| 100% 100%
i (100%)
2 Kegiatan B Target=realisas| 100% 100%
i (100%)
3 Kegiatan C Target=realisas| 100% 100%




<16-

K. CONTOH KERJA PENYELARASAN

Kertas Kerja Untuk Menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di RPJMD,
RKPD, dengan Renstra dan RKT Masing-Masing OPD

Nama Pemerintah Daerah :

RJMD/REVISI RPJMD : Tahun ........ X A——

A. Visi RPJMD S

B. Misi RPJMD § ereeemumennrerenesany

C.Tujuan Strategis E mmon e

D.Indikator Tujuan Strategls S —

E.Sasaran Strategis Y SR
Indikator Sasaran Strategis Y SRR

Target Tahunan Pencapaian S

RRFPD Tabun 5 secvsunsuaysnonss

A. Program Priotitas Terkait Aud : .... oo

B. Indikator Program Prioritas . ...cooiiiiniinnnnn.
C.Kegiatan . ——

D.Indikator Kegiatan 2 anwmn s s
RENSTRA OPD

A. Program D RenEeE

B. Indilcator Program. ..cssssssiessens

C Kegiatan Y RS ERSDS

D. Indikator Kegiatan  : iueswnsusmmes

RPIMD oritas ... OPD Pendukung |: ... 0OPD Pendukung l: ........ 0PD Pendukung Il ost

Pendukung | Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung

No \Uraian (Mo | Uraian | No | Uraan No | Uraian No | Uraian No | Uraian No |Uraian | No |Uraian |
RPIMD ] Bl @ |6 1] @ |6 o) () | (1) | (13 | (4 | (150 | ({16)

o _
Uraan Progam G | - itor Program i RPIMO

I

Keterangan:

1. Diisi dengan Uraian Program RPJMD

2. Diisi dengan Indikator Program RPJMD

3. OPD Utama Program Prioritas diisikan nama OPD Pemilik /Pelaksana Program
Prioritas Tersebut

4, Program Pendukung dan Kegiatan Pendukung pada OPD Utama Program
Prioritas adalah Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan
Program Prioritas pada OPD Utama

OPD Pendukung I, OPD Pendukung II, OPD Pendukung III, dst diisikan
nama OPD yang memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung Program
Prioritas (jika ada)
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L. CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI KETETAPAN IKU

O w e

Nama Pemda
RPJMD Tahun
Tahun Anggaran :

No

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama

" Uraia
n IKK

"Specific

Measureable

Relevant

kesimpulan

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Keterangan:
A. Diisi Nama Pemda

B. Diisi Tahun RPJMD
C. Diisi Tahun Anggaran Berkenaan

(1)
(2)
(3)

(4)-(6)

(7)

Diisi Nomor Urut

Diisi Sasaran Strategis

Diisi Uraian IKU
Diisi Ya atau Tidak

Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka
disarankan untuk IKU Pengganti
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M. CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI KONDISI LINGKUNGAN

PENGENDALIAN

A Nama Pemerintah Daerah
B Tahun Penilaian
No Kondisi Lingkungan Rﬁl:lgznka Penang |Target Waktu

Pengendalian Yang Kurang : gung |Penyelesaian

" M dai Perbaikan | Jawab
emadai Lingkungan awa
Pengendalia
n
(2) (3) (4) (5)

(1)
I. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

|

diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2.

3.

II. Komitmen Terhadap Kompetensi

1. |diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2

I1I. Kepemimpinan Yang Kondusif

diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2.

3.

IV. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

i

diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2.
3.
V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
1. |diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)
2.
3.

VI. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat
Mengenai Pembinaan SDM

18

diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2,

3.
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VII.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif

diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2.
3.
VIII. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait
1. |diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)
2.




—

N. CONTOH REVIU FORMAT INDIKATOR KINERJA

No Sasaran Strategis Key Area Spesifik Dapat Relevan Saran Peran/Aktor | Usulan
Kegiatan performanc Kritis Diukur Indikator Bobot
e Indicator Critical Pengganti
(KPI)/IKK Success T OPD Kegi
Factor atan
(CSF)
1 | Perencanaan:
;T KPI 1 CSF 1 YA YA YA OPD A | AAA 10
| » A KPI 2 CSF 2 TIDAK TIDAK TIDAK KPI X.. OPD B | BBB 10
2 | Pelaksanaan
B, iass KPI 3 CSF 3 YA TIDAK TIDAK KPLY.. OPD D | DDD 30
;P KPI 4 KPI 4 TIDAK TIDAK TIDAK KPI W.. OPD E | EEE 30
3 | Pelaporan
TR KPI 5 CSF 5 YA YA YA - OPD F | FFF 10
) R KPI 6 CSF 6 TIDAK TIDAK TIDAK KPI Z.. OPD G | GGG 10
TOTAL 100
DISEPAKATI/DISETUJUI
Nama TTD Nama TTD
1. Pemilik/Pelaksan ... 3. AW... 0 i
a Program...
2. PemilikPelaksana
Program...




O. CONTOH KERTAS KERJA SIMPULAN DESAIN

a Nama Pemda
b RPJMD Tahun
¢ Tahun Anggaran (RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D
PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
d Urusan Pemerintahan
Identifikasi Risiko Analisis Risiko rlii! Yang Ada
A
akah :nﬁaﬂz kebab Uraian {Apakah Kegiatan impulan
Tujuan/ Uraian IKU Apakah Atribut  |Risiko Imanakah yan (Key Pengendalian [Apakah fPengendalian  [Apakah mplementasi
Pernyataan Risiko (4w1H) ersebut  |Apakah IMerupakan lYang Rancangan  [Telah Tn:mn:nw:n:

INO Sasaran Pemda Eumrﬂ Teridentifikas rupakan |Risiko Risiko Utama kkala Kkala la K Residual [Ada/Existing |[Pengendalian [Dilaksanakan  [Tersebut Pengendalian Yang [Saran Pengendalian
Strategis /Tidak siko Tersebut  jKey probabilitas  [Dampak [Risiko  [Peringkat[Selera  [Risk IControl Telah Kesuai rupakan  (AdalExisting [Tambahan
Pemda trategs  [Controllable Risk)/Tidak Risiko i(menggambar [Memadai/  |[Rancangannya [Pengendalian (Control)

{Tidak Tidak ik an 4W+1H) [Tidak Kunci/Tidak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) [(11)  (12) (13) | (14) (15) (16) (17) |(18) (19) (20) (21)
4 6| 24 1 20 4

Risiko
1

Risiko
2

Risiko
3, dst




s

P. CONTOH RR STRATEGIS PEMDA DIKELOLA OLEH BAPPEDA/SEKDA BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
OPD PELAKSANA PROGRAM

Keterangan:

o
?
o
“

(5)

r

(6)

U]
]

@)

(10)
(12)

(12)

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemda

Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Pemda

Diisi dengan Pernyataan Risiko

Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where,
Why, How).

Identifikasi risiko strategis pemda:

» Apakah rumusan risiko strategis pemda telah tepat

» Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh pimpinan-pimpinan OPD terkait program tersebut

< Apakah telah divalidasi/disetujui kepala daerah

Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses
organisasi/internal)

Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah
risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan

Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:

. Manakah yang merupakan risiko strategis utama

». Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi

< Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Daerah

Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke
dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya
risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5

Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya
ditetapkan dalam skala 5

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak
manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis,
benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di
atas selera risiko
) )



-

w»  Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

s Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

us  Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai

g hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak
Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil
pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan
Pengendalian Yang Ada

ay  Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why,
How)

a7 Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

w  Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

w  Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci

w  Diisi simpulan kecukupan pengendalian

@ Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan
tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko



—T

Q. KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL OPD

A Nama Pemda -
B RPJMD Tahun S
c Tahun Anggaran = . :&C>ZO LINGKUP AUDIT KINERJA
m.. D PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
d Nama OPD
e Program dalam
F Renstra
' Identifikasi Risiko Analisis Risiko Evaluasi Pengendalian Yang Ada
proses
) Tujuan/ ) T:.E..w.:w dl Sebab ‘Apakah
Kegiatan| Mmum-“” M__.uwn.wwu IKK [an Risiko A Urai & Kiganin| 4 _
oo Apakah | Risiko | Apakah | manakah (e Pengendali | Rancang Pengendal Pengendal
Atribut | Tersebut| Risiko yang Skala | Skal | Ska Kebijak | Residu | an Yang an ian Telah ian tas i Saran
Risiko | Merupak | Tersebut | Merupaka Probab| a la Peringk| an al Risk | Ada/Existi | Pengend| Dilaksansa Tersebut| Kegiatan | Pengendalian
(4w1H) |an Risiko|Controllab| n Risiko ilitas | pamp| Risi at| Selera ng Control | ali an kan | Merupaks Pengenda| Tambahan
Teridentifi | Strategis | le/ Tidak | Utama ak ko Risiko (menggamb|  Telah Sesuai n lia n
kasi/ /Tid ak (Key ark an Memada| Rancanga Pengendal Yang
Tidak Risk)/Tida AW+1H) | i/Tidak| nny ian | Ada(Exist
k a Kunci/Tid ing
ak Control)
(1) 12) 3 (4) 5) 6) o (&) {9 (10) f11)  {12) (13)  j14)  j15) (16) 17) (18) (19) (20) f21) f24)
1&2 1 q 24 1
T.__an
1_-__8 3, dst
1.- B dst ﬁr__a 3 _
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keterangan:

@
)
a)
)
)
)

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan Nama Kegiatan

Diisi Tujuan/Sasaran Kegiatan

Diisi Indikator Kinerja Kegiatan

Diisi dengan Pernyataan Risiko

Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where,
Why, How).

Identifikasi risiko strategis:

Apakah rumusan risiko Operasional OPD telah tepat

Apakah proses penentuan risiko Operasional telah diikuti oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut

Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala OPD

Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses
organisasi/internal)

Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah
risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan

Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:

Manakah yang merupakan risiko strategis Operasional

Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi

Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala OPD

Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke
dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya
risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5

Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya
ditetapkan dalam skala 5

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak
manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis,
benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya



(14)
115)

£16)
417)
118)

£19)
£20)
1)
122)
(24)

26

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang
berada di atas selera risiko

Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat
Kunci/pihak Manajemen

Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian
Yang Ada

Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who,
Why, How)

Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci

Diisi simpulan kecukupan pengendalian

Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum
cukup

*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko

yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak

terjadinya risiko Jika Residual Risk > Selera Risiko, maka dibuatkan saran

Pengendalian Tambahan.Pengendalian tambahan harus mampu mampu

“menghilangkan /mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan

tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko
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R.CONTOH BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL AUDIT

(KOP APIP)
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota......

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KINERJA TA......
POOERRIN wuvonesssssnss

ANTARA TIM INSPEKTORAT PROVINSI/KAB/KOTA..... DENGAN KEPALA

ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA (Penanggung Jawab
Program).............
---------- Pada hari ini ........ tanggal ...........bulan...... 201x, bertempat di
Kantor (PD) Provinsi/Kab/Kota...... di telah dilakukan pembahasan hasil
audit kinerja atas Program ...... antara Tim Audit Inspektorat
Provinsi/Kab/Kota berdasarkan surat tugas Inspektur

Provinsi/Kab/Kota....... Nomor: SPT-..../.... tanggal ...... bulan .... 201x dengan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota (Penanggung Jawab
PYGREBRIN) s sansissa

dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota telah menyampaikan Notisi
Hasil Audit Kinerja atas Program ...... tanggal ....... , bulan... 201x
sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada
Kepala Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota

...... sebagai penanggung jawab program............ dan staf atas materi
permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.

2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim
Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota beserta dokumen/data pendukung
yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Perangkat Daerah
(penanggung jawab program)...... menyatakan: sependapat/tidak
sependapat terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana
tertuang dalam lampiran.

---------- Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program
ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh
Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota dan Kepala Perangkat Daerah
Provinsi/Kab/Kota sebagai penanggung jawab program pada hari ............
tanggal ....... , bulan... 201x serta tempat sebagaimana tersebut diatas.



Kepala Perangkat Daerah
Provinsi/Kab/Kota....sebagai
Penanggung Jawab

Program
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Pengendali
Teknis

.................

Ketua Tim

.................
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S. CONTOH LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

Contoh Format Laporan

e R A R T

"

PIDSE -
’f

LOGO INSPEKperiunasan lancart

A A 0 AP S Rt e P e i

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM
PRIORITAS

..........................................

PEMEWRINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ARINAL DJUNAIDI
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S. CONTOH LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

Contoh Format Laporan

LOGO INSPEKperiunasan lancart

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM
PRIORITAS ...ciccsmninminasissmssissmss s
PEMEWRINTAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

*——W_,

ARINAL DJUNAIDI



